BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis baik
penelitian yang dilakukan di lapangan dan studi kepustakaan serta hasil analisis
pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan pandemi ini
merupakan bencana non-alam sehingga dikategorikan sebagai force majeure
relatif yang tidak dapat dijadikan dalih bagi pengusaha untuk tidak melakukan
pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan. Perusahaan ekspedisi selaku
pengusaha harus tetap mengupayakan pemenuhan prestasi sesuai perjanjian atau
pemberian ganti rugi karena pandemi ini termasuk force majeure relatit.

Pertanggungjawaban TIKI dalam rangka pemenuhan hak konsumen
karena keterlambatan pengiriman barang oleh TIKI Cabang Denpasar akibat
diberlakukannya PPKM di Kota Denpasar dilakukan dengan pemberian ganti rugi
atas dasar klausul dalam perjanjian layanan ONS yang menyatakan bahwa TIKI
akan memberikan ganti rugi berupa 100% biaya kirim apabila barang yang
dikirimkan sampai di tujuan melebihi estimasi yang telah diperjanjikan yakni satu
hari. Pemenuhan hak konsumen ini dilakukan dengan memberi
pertanggungjawaban berupa memberikan ganti rugi berupa biaya kirim secara
penuh kepada konsumen jasa pengiriman ONS yang mengajukan complain terkait
keterlambatan penerimaan barang. Dari kendala-kendala yang dialami selama
situasi PPKM, perusahaan ini mengupayakan solusi dengan melakukan alokasi

waktu pengiriman barang dan menyampaikan pemberitahuan di awal kepada
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konsumen yang akan memilih jasa pengiriman ONS terkait perubahan ketentuan
waktu pengiriman barang dengan pelayanan jasa pengiriman tersebut agar
perusahaan dan konsumen terutama bagi yang memilih jasa pengiriman ONS
tidak mengalami kerugian.

Dapat disimpulkan bahwa dalam situasi PPKM yang tentunya perusahaan
ini mengalami kendala dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini tetap
melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha dengan
melakukan pertanggungjawaban berupa pemberian ganti rugi agar dapat
menjamin pemenuhan hak konsumen yang didasarkan atas klausul dalam

perjanjian ONS.

B. Saran

Mengingat pada saat ini sedang diterapkan PPKM di seluruh wilayah
Indonesia yang mengakibatkan banyak kendala bagi pihak ekspedisi dalam
melakukan pengiriman barang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak
konsumen, maka kepada para konsumen yang merasa dirugikan dapat langsung
mengajukan keluhannya ke pihak ekspedisi sehingga dapat diupayakan
pemenuhan haknya. Selain itu, bagi para konsumen yang hendak melakukan
pengiriman barang harus dapat memilih perusahaan ekspedisi mana yang dapat
memberi jaminan tepat waktu serta konsumen harus lebih teliti dalam membaca
klausul perjanjian yang disepakati dengan pihak ekspedisi sehingga jika
mengalami keterlambatan perusahaan ekspedisi tersebut akan menjamin

pemenuhan hak konsumen.
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Kepada perusahaan ekspedisi, agar dapat meningkatkan pelayanan kepada
konsumen di situasi PPKM ini apabila tidak mampu untuk mengirimkan barang
sesuai estimasi yang ditetapkan seperti jasa pengiriman satu hari sampai maka
lebih baik untuk sementara tidak melayani jasa tersebut, dan memberi opsi jasa
pengiriman lainnya kepada konsumen agar tidak ada pihak yang mengalami
kerugian.

Kepada pemerintah harap mengkaji ulang terkait pemberlakuan UUPK
agar dapat sesuai dengan perkembangan yang ada seperti dengan adanya
penetapan PPKM dapat ditambahkan ketentuan dalam UUPK terkait pemberian
ganti rugi dalam situasi PPKM, serta hal-hal apa saja dapat dijadikan suatu
kendala dalam situasi PPKM ini sehingga pengusaha dan konsumen dalam
melaksanakan perjanjian di masa pandemi ini dapat terjamin perlindungan

hukumnya.
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